[ SALINAN ]

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017;

: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembengunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Polewali Mandar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2017.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali

Mandar.

. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

.Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Daerah

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) Tahun.



5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu
Tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan, yang
selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan
Rencana Pembangunan Perubahan Tahunan Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD-P Tahun 2017 ini menjadi landasan penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran  Sementara untuk menyusun Perubahan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2017.

(2) RKPD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan
perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2017.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan
Triwulan II
Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah dalam RKPD-P
Bab IV : Penutup
Pasal 3

(1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaksanakan
Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana
Kerja (Renja) OPD.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan
Triwulan II tahun berjalan, perubahan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

(3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017.

(4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2017 dimuat
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Dalam RKPD-P Tahun 2017 yang ditetapkan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2017,
maka digunakan program dan kegiatan hasil RKPD-P Tahun
2017.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd
ANDI IBRAHIM MASDAR
Diundangkan di Polewali,
pada tanggal 15 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 23.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19670727 199403 1 017




